BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 58
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : a. bahwa adanya permohonan dari beberapa perangkat
daerah terkait revisi belanja pada beberapa sub
kegiatan agar penyerapan anggaran dapat terealisasi
secara optimal;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa
Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar antar
obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek
belanja.;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat X 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam

Wilayah Daerah-Daerah Tingkat [ Bali, Nusa



Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);



13.

14.

15.

16.
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18.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322),

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Pemerintah  Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6883);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi



19.

20.

21

22.

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang  Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan



Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

25, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 972);

26. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 58 TAHUN
2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah

sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023
semula sebesar Rp.1.161.444.357.158,00 bertambah
sebesar Rp.5.653.411.426,00 jumlah belanja daerah
setelah perubahan menjadi sebesar
Rp.1.167.097.768.584 yang terdiri atas:
a. Belanja operasional;
b. Belanja modal;
¢. Belanja Tidak Terduga.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 9

(1) Anggaran  belanja operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a semula sebesar
Rp.852.000.919.064,00 bertambah sebesar
Rp.2.369.100.030,00 jumlah belanja operasi
setelah perubahan menjadi sebesar
Rp.854.370.019.094,00 yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja Hibah;

d. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a semula sebesar Rp.455.616.238.478,00
bertambah sebesar Rp.2.095.870.000,00 jumlah
belanja pegawai setelah perubahan menjadi sebesar
Rp.457.712.108.478,00.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b semula sebesar
Rp.350.458.200.586,00 bertambah sebesar
Rp.273.230.030,00 jumlah belanja barang dan jasa
setelah perubahan menjadi sebesar
Rp.350.731.430.616,00.



3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

Rincian perubahan anggaran belanja pegawai, belanja
barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan
soosial sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2)
dan (3) tercantum dalam lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 11
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf b semula sebesar
Rp.165.855.673.594,00  bertambah  sebesar
Rp.3.864.311.396,00 jumlah belanja modal
setelah perubahan menjadi sebesar
Rp.169.719.984.990,00 yang terdiri atas:
Belanja modal peralatan dan mesin;
Belanja modal gedung dan bangunan;
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
Belanja Modal Aset Lainnya.
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar
Rp.56.176.742.494,00 berkurang sebesar
Rp.882.338.030,00 jumlah belanja modal
peralatan dan mesin menjadi  sebesar
Rp.55.294.404.464,00.
Belanja modal gedung dan  bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
semula sebesar Rp.49.450.980.000,00 berkurang
sebesar Rp.120.244.124,00 jumlah belanja
modal gedung dan bangunan setelah perubahan
menjadi sebesar Rp.49.330.735.876,00.
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Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d



semula sebesar Rp.54.357.586.100,00
bertambah sebesar Rp.5.010.214.550,00 jumlah
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah
perubahan menjadi sebesar
Rp.59.367.800.650,00.

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar
Rp.5.820.365.000,00 berkurang sebesar
Rp.199.800.000,00 jumlah belanja modal aset
tetap lainnya setelah perubahan menjadi sebesar
Rp.5.620.565.000,00

(6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar
Rp.50.000.000,00 bertambah sebesar
Rp.56.479.000,00 jumlah belanja modal aset
lainnya setelah perubahan menjadi sebesar
Rp.106.479.000,00

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 12

Rincian perubahan anggaran belanja Belanja Modal
Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan
Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi,
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal
Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 11
ayat, (2), (3), (4), (5), (6) tercantum dalam lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 13
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢ semula sebesar

Rp.10.000.000.000,00 berkurang sebesar
Rp.580.000.000,00 jumlah belanja tidak terduga



e

setelah perubahan menjadi sebesar
Rp.9.420.000.000,00.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 16

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023
semula sebesar Rp.40.721.209.500,00 bertambah
sebesar Rp.5.653.411.426,00 jumlah pembiayaan
daerah  setelah perubahan menjadi sebesar
Rp.46.374.620.926,00, yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 17

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf a semula sebesar
Rp.41.721.209.500,00 bertambah sebesar
Rp.5.653.411.426,00 jumlah penerimaan
pembiayaan setelah perubahan menjadi sebesar
Rp.47.374.620.926,00, merupakan Sisa lebih
perhitungan anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya;

(2) Rincian perubahan penerimaan pembiayaan
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam
lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 19

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah

dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan

terjadinya  defisit yang semula  sebesar

(Rp.40.721.209.500,00)  bertambah  sebesar

(Rp.5.653.411.426,00) jumlah defisit setelah



-

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 71 Juli 2023

BUPATI DOMPU,

H. LANI

Diundangkan di Dompu
Pada tanggal 2) Jyli 2023
SEKRETARIS DA H KABUPATEN DOMPU,

/—

GATOT GUNAWAN P PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR, 408




